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ABSTRAK

Nama : Ghina Salsabila

NIM 210102065

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat

Furlough Pada PT Usaha Sepakat Maju Banda
Aceh Menurut jarah ‘Ala Al- ‘Amal

Tanggal Sidang : 20 Maret 2025

Tebal Skripsi : 88 Halaman

Pembimbing Skripsi | : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

Pembimbing Skripsi 11 : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Furlough, Kesejahteraan

Karyawan, ljarah ‘Ala Al-‘Amal

Furlough secara ekonomi merupakan hal yang harus dilakukan oleh PT Usaha
Sepakat Maju Bersama Banda Aceh sebagai konsekuensi untuk tidak
membebani perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian. Namun disatu sisi,
furlough ini juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang seharusnya diterima
oleh karyawan bernilai penuh namun akibat diterapkannya furlough maka
pendapatan otomatis berkurang nilainya. Penelitian ini penting dilakukan untuk
menganalisis kebijakan dan eksistensi perlindungan hukum yang dilakukan oleh
PT Usaha Sepakat Maju Bersama Banda Aceh terhadap karyawan selama masa
furlough, mengevaluasi kesejahteraan karyawan dengan mempertimbangkan
kemampuan finansial perusahaan serta mengkaji kebijakan tersebut dari
perspektif ijarah ‘ala al-amal. Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan
yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kebijakan furlough yang diterapkan oleh PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh
dilakukan atas dasar upaya mempertahankan perusahaan dari kondisi
perekonomian yang tidak stabil. Dengan evaluasi yang dilakukan perusahaan
terhadap kesejahteraan karyawan bahwa perusahaan berupaya untuk
memberikan bantuan dalam bentuk tunjangan sosial namun keterbatasan
finansial menjadi rintangan bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan
karyawan secara optimal. Dalam konteks ijarah ‘ala al-‘amal perusahaan
seharusnya tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan
kompensasi yang lebih layak sehingga kebijakan yang diterapkan lebih sesuai
dengan akad ijarah ‘ala al-‘amal.
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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa
memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat
Furlough Pada PT Usaha Sepakat Maju Bersama Banda Aceh Menurut ljarah
‘Ala Al-‘Amal, dan tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis haturkan
kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang
telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah
satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar
sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam,
Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak motivasi maupun dorongan
yang telah diberikan dari berbagai pihak  sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Untuk itu dengan segela kerendahan hati penulis mengucapkan
terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. Selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A Wakil
Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil dekan Il dan Bapak Prof. Dr.
Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami
Mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syari’ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I,M.E.I selaku Sekretaris Prodi
Hukum Ekonomi Syariah, serta Penasehat Akademik saya Bapak H. Edi
Darmawijaya, S.Ag., M.Ag., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta
seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
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yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan
pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi
sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

. Bapak Dr. Muhammmad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang
telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam
membimbing serta memberikan masukan dan ide-ide cemerlang untuk
membimbing dan mengarahkan penulis sehingga termotivasi agar
terselesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H,
selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk
memberikan bimbingan, bantuan maupun ide-ide sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan ibu dan bapak
serta dimudahkan rezekinya.

. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A, yang telah membantu dan
meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan serta melimpahkan
segala ide-ide maupun pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan
proposal skripsi.

. Ucapan Terima Kasih kepada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh yang
telah menerima saya untuk melakukan survey lapangan serta karyawan yang
bersedia untuk diwawancara dan memberikan jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan yang saya ajukan serta memberikan motivasi dan doa sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

. Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Syafruddin dan Ibunda Tercinta
Sumarni Serta Ibu Murni, Abang Ghufran Aufar Farabi, Adik Shifa Aufar
Ghifari dan juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan kasih
sayang, nasehat, motivasi serta doa-doa yang selalu dilimpahkan kepada saya
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang selalu menemani skripsi saya,
Nurul Sadrina Aditia, terimakasih atas waktu, kesabaran dan dukungan

maupun semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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8. Ucapan terima kasih kepada teman saya, Khairatun, Nur Akmalia, Nanda
Meilisa, Nauratul Faizah, Zulfayana Amalia, serta teman-teman Prodi Hukum
Ekonomi Syari’ah Letting 2021 yang selalu membantu dan membersamai
penulis ketika bimbingan.

9. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem Kkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya

dengan huruf Latin.

Huruf | Nama| Huruf Nama | Huruf |Nama| Huruf Nama
arab latin latin latin
| tidak tidak L Te (dengan
dilamba | dilamba titik di
AR ngkan ngkan 7 T bawah)
- L zet (dengan
titik di
Ba’ B Be za z bawah)
< Koma
terbalik
Ba’ B Be & ‘ain : (dii atas)
& es
1 ; (dengan .
Sa’ S titik di g Gain G Ge
atas)
z =
Jim J Je Fa’ F Ef
c ha é
(dengan

X




Ha’ h titik di Qaf Ki
bawah)
Ka dan ha S
Kha’ Kh Kaf Ka
J
Dal D De Lam El
zet e
(dengan
titik di
Zal A Mim Em
atas)
@]
Ra’ R Er Nun En
r
Zai 72 Zgt Wau We
Stin S Es Ha’ Ha
es dan ye s
Syin Sy Hamza Apostrof
h




es (dengan ¢
titik di
o= Sad S bawah) Ya’ Y Ye
de (dengan
titik di
i Dad d bawah)
2. Vokal

VVokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah A
Kasrah |

Dammah U

b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ & Fathah dan ya Ai

3 7 Fathah dan wau Au

x1



Contoh:
<s= kaifa, Jd» = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
V' Fathah dan alifatau ya A
s Kasrah dan ya I
B) Dammah danwau U
Contoh:
J' V&= qala
= O =rama
J 95.:;;‘_’;;’@:
qila
J #6= yagillu

4. Ta Marbutah (%)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah ( 3) hidup
Ta marbutah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah t.
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b. Ta marbutah ( 3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikutioleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah

maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:
Lag) MGk 20 raudah al-atfal/ raudatul atfal
A 2l 18 ke O : al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul Munaw

3 el b : Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

W - rabbana
e - nazzala
[

A - al-birr
i - a6l-hajj
| N L

EEs - nu “ima

—
\
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu (' ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qamariyyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gqamariyyah ditransliterasi- kan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
dikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :
6 $ = 717 l
Ub_ )1\ ar-rajutu
3o as-sayyidatu
J,.MW - asy-syamsu
Al al-galamu
\"’_“' - al-badri ‘u
o al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
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o, e ta’khuzina
QoS
o an-nau’
"}2‘1
g ? syai’'un
& 4
Ol inna
'Ll umirtu
S\ akala
'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya
S hY - Wainna Allah lahuwa khair ar-razigin
uﬁ) U\;‘—';;ﬁlég - Wainnallaha lahuwa khairurrazigin

- Faauf al-kaila wa al-mizan

Sl Jsssie
- Fa auful-kaila wal-mizan
\_,‘-i"gé;i EES '.);é E Ibrahim al-Khalil

- Ibrahimul-Khalil

o, T : - Bismillahi majrahd wa mursah
L 'L..-l).a} L '|;,5_—‘;}.5'lr.___".d

ELk L - Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti manistatd‘a
.._‘__l.._:._ﬂ -,;kj—k_’r"]l.ﬁllg).c-@j

ilaihi sabila.

She = 31 £ 7 5z - Walillahi ‘alan-nasi hijjul

baiti manistatd ‘a ilaihi sabila
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9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

a0 S - Wa ma Muhammadun illa rasul

gl ded

o - Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazt

P bibakkata mubarakan

BRIV b g d )

E-hECE - Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al -Qur
anu

- Syahru Ramadanal-lazt unzila fihil Qur 'anu

- Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin Wa lagad
ra’ahu bil-ufuqil-mubini

- Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin Alhamdu

lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh :
Liain }';’m&g ) - Nasrun minallahi wa fatﬁun qarib
=P
e ;bﬁﬁiu - Lillahi al-amru jami ‘anLillahil-amru jami ‘an
2 t;uﬁ#“ - Wallaha bikulli syai’in ‘alim
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Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir,bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja memegang peranan krusial dalam menjalankan keseluruhan
kegiatan perusahaan. Sebagai aset terpenting dalam dinamika kerja,
keberhasilan perusahaan tergantung pada kontribusi dan kinerja para pekerja.
Dengan demikian, penting bagi setiap pekerja dapat memahami hak dan
tanggung jawab secara jelas. Hal ini memastikan bahwa pekerja dapat mencapai
target perusahaan dengan efektif, termasuk tanpa mengabaikan substansi yang
penting dengan memberikan hak-hak pekerja yaitu upah atau gaji yang harus
diberikan kepada pihak karyawan.

Setiap perusahaan harus mampu mengalokasikan sebagian pendapatannya
untuk menggaji atau membayar upah kepada pekerjanya, hal ini merupakan
tanggung jawab yang tidak dapat terhindar bagi perusahaan dalam memberikan
imbalan kepada pekerjanya, baik berupa gaji, tunjangan atau bentuk kompensasi
lainnya. Secara financial, upah atau gaji menjadi kewajiban yang harus dipenuhi
oleh perusahaan yang didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati
bersama. Gaji atau upah pekerja menjadi aspek yang krusial dalam memenuhi
kebutuhan finansial pekerja, termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder
lainnya. Dalam konsep fikih muamalah hal tersebut di istilahkan dengan akad
ijarah ‘ala al-‘amal.

ljarah ‘ala al-amal merupakan perjanjian yang mengikat antara satu pihak
dengan pihak lainnya yang telah disepakati oleh pihak sebagai penyedia
pekerjaan (musta jir) dan pihak penyedia jasa manfaat atau tenaga pekerja (ajir)

sehingga mendapatkan imbalan atas suatu pekerjaan dengan pemberian upah.®

"Wahbah Az-Zuhaili, al-figh al-Islami wa Adillatu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani,
2011), him. 417.



Dalam konsep ijarah ‘ala al-‘amal, perlindungan hukum terhadap
karyawan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hak
karyawan. Hal ini memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja
sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama sehingga
upah yang diberikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dilakukan
oleh pekerja.

Perlindungan hukum terhadap karyawan berdasarkan akad ijarah ‘ala
al-‘amal bergantung pada prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam Islam untuk
memastikan keadilan dan keberlangsungan dalam hubungan kerja. Dalam
konteks ijarah ‘ala al-‘amal, atasan atau pemilik perusahaan diharapkan
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti gaji dan upah yang
wajar, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, serta jaminan
terhadap kesejahteraan karyawan. Prinsip-prinsip ini dapat diperoleh pada saat
kesepakatan kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan melalui perjanjian
kerja yang adil dan jelas, serta komunikasi yang terbuka antara atasan dan
pekerja. Perlindungan hukum terhadap karyawan merupakan perlindungan yang
diciptakan untuk melindungi hak-hak karyawan yang menjadi subjek hukum,
maka dari itu, akad tersebut bisa berupa tulisan maupun lisan antara kedua pihak
dalam menentukan kesepakatan kerj a?

Menurut para fuqaha, seseorang tidak diwajibkan untuk berkerja jika
belum terjadi akad antara para pihak, baik akad secara tertulis maupun tidak
tertulis. Syeikh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seorang pekerja hanya
berhak menerima atas upahnya jika pekerja telah melakukan pekerjan yang
sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika pekerja lalai dalam melakukan
pekerjaan tanpa alasan yang benar atau sengaja tidak bekerja dengan baik, maka
hal tersebut harus dipertimbangkan atas upahnya, karena setiap hak harus

dipenuhi sesuai dengan kewajiban. Selama pekerja mendapatkan upah secara

’Hardlie Cecilia dan Andriyanto Adhi Nugroho. “Perlindungan Hukum Terhadap
Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat
Madani), Vol 11, No.2, 2021, hlm. 273-274.



penuh, maka kewajibannya juga harus terpenuhi. Bekerja dengan baik
merupakan kewajiban karyawan atas upah yang diperoleh, dan memberi upah
merupakan kewajiban perusahaan atas hasil kerja karyawan.3

Dalam melakukan tugas tertentu, karyawan memiliki berbagai hak dan
kewajiban pada pekerjaan yang dilakukan. Pihak karyawan harus melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, dengan melakukan pekerjaan secara
profesional, bertanggung jawab, dan menghindari risiko. Pekerjaan harus
dilakukan dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditetapkan. Karyawan berhak menerima upah sesuai dengan kesepakatan antara
para pihak, upah tersebut harus dipenuhi baik sebelum pekerjaan dilakukan atau
saat pekerjaan dilakukan maupun setelah pekerjaan selesai dilakukan, tanpa
adanya penundaan kecuali ada perjanjian sebelum terjadinya akad.*

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
pada Pasal 126 Ayat (1) dijelaskan bahwa perusahaan dalam pemberian hak
karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama, hak karyawan harus diberikan atas dasar perjanjian
yang telah disepakati oleh para pihak, baik dalam memperoleh upah, jaminan
kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberian cuti. Perusahaan juga bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan. Hal ini
bertujuan untuk memastikan karyawan diperlakukan secara adil dan layak serta
menciptakan lingkungan kerja yang produktif.5

Furlough merupakan istilah yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk
mengistirahatkan karyawan yang bersifat sementara dikarenakan faktor tertentu,
salah satunya seperti permasalahan politik atau penurunan permintaan produksi

pasar, hal tersebut mengakibatkan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh

*Muhammad Nurul Hafis dan Hendy Herijanto, “Pengupahan Perspektif Ekonomi
Islam Pada Perusahaan Outsourcing”, Jurnal Islaminomics: Jurnal of Islamic Economics,
Business and Finance, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 13.

*Wahbah al-Zuhaili., al-figih al-Islami wa Adillatuh jilid 7,... hlm. 85.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



kesulitan dalam membayar upah terhadap karyawan. PT Usaha Sepakat Maju
Banda Aceh melakukan kebijakan dengan menentukan jadwal kerja pada setiap
karyawan agar dapat membayar upah sesuai dengan yang dikerjakan. Namun,
hal tersebut berdampak buruk pada ekonomi karyawan dikarenakan setiap
karyawan hanya mendapatkan upah setengah dari upah biasanya, dalam hal ini
karyawan yang terkena furlough mencari perkerjaan sampingan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan menutupi segala kekurangan finansial selama
berlakunya furlough pada perusahaan tersebut.’

Furlough pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh terjadi akibat
pemboikotan produk Aqua yang disebabkan oleh faktor politik yaitu perang
antara Palestina dan Israel, hal ini membuat perusahaan mengalami kesulitan
dalam memasarkan produk Aqua. Untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan
hak-hak karyawan, perusahaan mengambil kebijakan untuk memberlakukan
istirahat sementara terhadap karyawan.

Pemenuhan hak karyawan sudah menjadi kewajiban atas perusahaan yang
mempekerjakannya, tidak hanya itu pemenuhan hak karyawan merupakan aspek
penting yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai sumber daya manusia
yang bertujuan untuk kesejahteraan karyawan dan hubungan kerja yang baik.
Pada umumnya sebuah perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal
sebelum melakukan furlough. Dalam hal ini, perusahaan harus melunasi gaji
karyawan sebelum diistirahatkan sementara waktu dan memberikan kompensasi
serta tunjangan sesuai haknya. Karyawan yang di furlough tidak kehilangan
statusnya sebagai karyawan pada perusahaan tersebut, oleh karena itu setiap
karyawan berhak mendapatkan informasi terkait alasan furlough dan kejelasan
waktu kembali bekerja.

Perealisasian hak-hak karyawan merupakan salah satu cara untuk

mendapatkan kesejahteraan bagi karyawan. Kesejahteraan karyawan dapat

®Heribertus Ary Setyadi dan Sundari, “Sistem Informasi Manajemen Kehadiran dan
Jam Kerja Karyawan Untuk Kelengkapan Perhitungan Gaji Karyawan”, Indonesia Journal
Computer Science, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 28.



dilihat dari pemenuhan hak-hak karyawan dalam hal finansial, fasilitas pada
suatu perusahaan saat memberlakukan furlough. Dengan terpenuhinya hak-hak
karyawan yang di furlough, dapat meningkatkan motivasi para pekerja dalam
melakukan pekerjaan tertentu. Perusahaan harus memberikan kompensasi
terhadap karyawan, terutama karyawan yang sudah lama bekerja pada
perusahaan tersebut, hal ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap
karyawan.

Pihak perusahaan perlu melakukan musyawarah pada karyawan saat akan
di furlough, hal ini penting dilakukan untuk memastikan transparansi dan
keterbukaan dari pthak PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh. Memberikan hak
pada karyawan untuk ingin kembali bekerja setelah masa furlough atau mencari
pekerjaan yang lain merupakan perlakuan yang adil terhadap karyawan dapat
menciptakan citra yang baik bagi karyawan. Pada dasarnya setiap karyawan atau
buruh merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu usaha oleh karena itu
karyawan berhak mendapatkan perlindungan yang pantas, hal ini tidak
dibedakan berdasarkan agama, suku, ras dan organisasi.7

Kebijakan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dalam mengistirahatkan
karyawan akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kebutuhan
karyawan, khususnya dalam hal finansial yang dapat menghambat
pengembangan karier seorang karyawan akibat furlough. Oleh karena itu
perusahaan dapat mengatasi hal tersebut dengan cara memberi bantuan finansial
sementara, membangun komunikasi yang transparan dengan karyawan yang di
Sfurlough atau dengan melakukan program kesejahteraan karyawan lainnya.8

PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dalam mempertahankan perusahaan
pada masa pemboikotan menetapkan kebijakan untuk mengistirahatkan

sementara karyawan dengan tetap memperhatikan hak karyawan. Hal ini penting

’Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan
Nasional”, Administrative Law & Governance Journal, Vol 2, No.2, 2019, hlm. 326-327.

®Dita Andriani, “Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Lembaga dan Individu di
Sekolah Menengah Pertama”, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2019), hlm. 71.



untuk mempertahankan loyalitas karyawan pada masa pemboikotan. Selain itu,
PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh perlu menjalin komunikasi terbuka dengan
karyawan, termasuk memberikan informasi terbaru mengenai perusahaan atau
rencana kebijakan yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan perkembangan
karier karyawan setelah masa furlough.g

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan
salah satu HRD yang bernama Nurul pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh,
bahwa pihak perusahaan pada masa pemboikotan produk Aqua yang
berlangsung pada Desember 2023 lalu hingga Febuari 2024 yang berlangsung
selama 3 bulan, karyawan pada perusahaan tersebut tidak di PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja) melainkan diistirahatkan sementara atau dikurangi jam
kerjanya, hal tersebut dilakukan dalam upaya mempertahakan ekonomi
perusahaan yang sedang menurun dan menjaga kesejahteraan karyawan agar
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, perusahaan juga menjamin
kesehatan para pekerja dengan pihak BPJS, dalam hal ini perusahaan sudah
mengikuti prosedur yang sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku di
Indonesia. ™

Pada umumnya, karyawan yang di furlough masih memiliki statusnya
sebagai karyawan di PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh dan masih memiliki
hak seperti, akses pada tunjangan kesehatan atau program karyawan lainnya.
Maka dapat dipahami bahwa karyawan yang di furlough masih memiliki status
aktif pada perusahan tersebut dan masih mendapatkan hak sebagai karyawan.™

Salah satu karyawan yang terkena furlough yang bernama Shadiqin,
mengatakan bahwa karyawan yang di furlough mendapatkan pemberitahuan

tertulis terkait status diistirahatkan dan alasan yang jelas mengenai

° Nazmah, “Pengaruh Perubahan Kebijakan Organisasi Terhadap Sikap Resistensi pada
Karyawan”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 6, 2022, him. 917.

'®Hasil Wawancara dengan Nurul, Salah satu karyawan PT Usaha Sepakat Maju Banda
Aceh, Pada 09 Maret 2024, di Perusahaan PT Sepakat Maju Banda Aceh, Lueng Bata, Kota
Banda Aceh.

Ybid.



diistirahatkan. Meskipun diistirahatkan, karyawan tetap mendapatkan hak-
haknya, dalam kondisi ini memaksa karyawan untuk mencari pekerjaan
tambahan seperti berkebun, mengelas rumah dan lain-lain untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.*

Pengistirahatan sementara waktu memberikan dampak langsung terhadap
stabilitas finansial karyawan karena karyawan kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari, termasuk karyawan yang memiliki tanggungan keluarga
hal tersebut membuat karyawan berada dalam tekanan finansial yang berat.™

Karyawan yang di furlough harus mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa terjaminnya hak-hak
karyawan selama masa furlough, termasuk kompensasi dan gaji parsial, asuransi
kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan
mengistirahatkan karyawan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas
finansial karyawan. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan di atas, urgent untuk penulis teliti lebih lanjut mengenai perlindungan
hukum terhadap karyawan dengan melihat bagaimana kaitannya dengan ijarah
‘ala al-‘amal. Penulis memiliki atensi terhadap persoalan ini untuk meneliti
lebih detail tentang substansi masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat Furlough
Pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh Menurut Jjarah ‘Ala Al-‘Amal”.

?Hasil Wawancara dengan Shadigin dan Edi Mahendra, karyawan yang di furlough
oleh PT Sepakat Maju Banda Aceh, Pada 27 Mei 2024, di Perusahaan PT Usaha Sepakat Maju
Banda Aceh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

*Hasil Wawancara dengan Herizal, karyawan yang di furlough oleh PT Sepakat Maju
Banda Aceh, Pada 27 Mei 2024, di Perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, Lueng
Bata, Kota Banda Aceh.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan
beberapa permasalahan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan dan eksistensi yang dilakukan oleh perusahaan
terhadap karyawan yang di furlough akibat pemboikotan produk Aqua
yang bersifat sementara ?

2. Bagaimana evaluasi terhadap perlindungan dan kesejahteraan karyawan
yang terdampak furlough dengan mempertimbangkan kemampuan
perusahaan?

3. Bagaimana tinjauan ijarah ala al-amal terhadap kebijakan yang dilakukan

perusahaan terhadap karyawan yang di furlough ?

C. Tujuan Penelitian
Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai
sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk meneliti kebijakan dan eksistensi yang dilakukan oleh perusahaan
terhadap karyawan yang difurlough akibat pemboikotan produk Aqua
yangg bersifat sementara.

2. Untuk mengetahui evaluasi perlindungan dan kesejahteraan karyawan
yang terdampak furlough dengan mempertimbangkan kemampuan
perusahaan.

3. Untuk menganalisis tinjauan ijarah ala al-amal terhadap kebijakan yang

dilakukan perusahaan terhadap karyawan yang di furlough.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional
variabel yang penting diuraikan untuk menegaskan makna istilah yang
digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian.

Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:



1. Perlindungan hukum
Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan
hukum. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
jalah proses ialah proses atau perbuatan, memperlindungi.** Sedangkan
hukum adalah peraturan berupa norma atau sanksi yang dibuat untuk
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya
kekacauan.” Jadi, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak
yang diberikan oleh hukum.®
Perlindungan hukum yang penulis maksudkan pada penelitian ini
adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak bagi
setiap karyawan termasuk memastikan bahwa karyawan dilindungi dari
ketidakadilan pemberian upah oleh pihak perusahaan termasuk karyawan
yang diistirahatkan dengan berbagai faktor.
2. Karyawan
Istilah karyawan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah orang yang berkerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan,
dan sebagainya) dengan mendapatkan gaji atau upah.17 Secara generik,
karyawan adalah pekerja yang menyewa jasanya dalam bentuk pikiran
maupun tenaga kemudian mendapatkan upah dari kerjaannya bedasarkan

perjanjian yang disepakati bersama.'® Sementara itu, menurut Undang-

“Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari: https://kbbi.web.id/perlindungan,
(diakses pada 11 Mei 2024).

“Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), him.4.

" Arifuddin  Muda Harahap, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Melalui
Perjanjian Kerja Bersama, (Medan: CV Manhaji, 2019), hlm. 22.

' Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Karyawan Menurut KBBI, diambil dari:
https://kbbi.co.id/arti-kata/karyawan, (Diakses Pada 11 Mei 2024).

“¥Devi Witasari dan Yuwan Jumaryadi, “Aplikasi Pemiihan Karyawan Terbaik dengan
Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus Citra Widya Teknik), Jurnal Sistem Informasi,
Vol.10, No.2, 2020 hlm. 116.
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Undang No 13 Tahun Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1
Ayat 3 menjelaskan bahwa karyawan adalah orang yang melakukan
pekerjaan dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.™
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan karyawan adalah pekerja
pada perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh sebagai pekerja tetap
yang diberikan kewajiban dalam bentuk tugas tertentu pada PT Usaha
Sepakat Maju Banda Aceh dan juga hak-haknya sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.
3. Furlough
Kata furlough adalah istilah dalam bahasa Inggris berarti kebijakan
suatu perusahaan untuk mengistirahatkan karyawan atau membebaskan dari
pekerjaan untuk sementara waktu.?’ Menurut Oxford English Dictionary, kata
furlough memiliki arti cuti atau mengistirahatkan pekerja sementara waktu. 4
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan furlough adalah dampak
yang terjadi pada karyawan akibat pemboikotan pada produk Aqua sehingga
menimbulkan kesulitan yang dialami karyawan dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.
4. [jarah ‘Ala Al-‘Amal
ljarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, sewa, jasa, atau
imbalan. Dalam arti luas, jjarah adalah suatu akad yang berisi penukaran
manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.?? Sedangkan

al-amal dapat diartikan sebagai perbuatan atau orang yang mengerjakan

' Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**Karni Fadhillah, “Furlough, Istilah dirumahkan yang Belakangan Banyak Menimpa
Pekerja”, diambil dari: https://www.jojonomic.com/blog/furlough-adalah/, Pada Tanggal 11 Mei
2024.

21 Oxford Learner s Dictionaries, diambil dari
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/furlough 1, (diakses pada 23
April 2024).

*Samsuardi dan Muhammad Maulana, “Analisis Sewa Penyewa Pararel Pada
Perusahaan Rent Car CV Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Share, Vol. 2, No. 2,
2013, hlm. 15


https://www.jojonomic.com/blog/furlough-adalah/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/furlough_1
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sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, a/-amal merujuk pada aktivitas atau

usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan imbalan atau upah.23
ljarah ‘ala al- ‘amal dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang mengikat

antara satu pihak dengan pihak lainnya yang telah disepakati oleh pihak

sebagai pemberi kerja (musta’jir) dan pihak penyedia jasa manfaat atau

tenaga pekerja (ajir) sehingga mendapatkan imbalan atas suatu pekerjaan

dengan pemberian upah.24

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diperlukan untuk pemetaan dari penelitian ini dari berbagai
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi plagiasi dan
duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat ilmuah suatu penelitian. Di antara
penelitian yang telah dihasilkan oleh penulis sebelumnya, baik, artikel, jurnal,
skripsi maupun tesis yang memiliki hubungan dengan tulisan ini yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Akibat Furlough Pada PT Sepakat
Maju Banda Aceh Menurut ljarah ‘Ala Al-‘Amal”. Maka penulis memaparkan
beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Ulul Azmi pada Tahun 2018,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul
“Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di
Tinjau Menurut Konsep ljarah ‘Ala Al-‘Amal”. Hasil penelitian ini
menggungkapkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh belum
memiliki kontrak kerja yang jelas terkait besaran upah maupun jam kerja.
Karyawan yang aktif bekerja dianggap sama dengan yang tidak bekerja
sementara pihak lembaga tidak melakukan pemotongan gaji. Keadaan ini tentu
merugikan salah satu pihak, karena ada yang hanya menikmati hasil kerja dari

karyawan lainnya. Sselain itu, ketika terjadinya pengurangan upah, pihak

2Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah,
2007), hlm. 281.
**Yazid Afandi, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.
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lembaga tidak memberikan penjelasan langsung kepada karyawan mengenai
alasan pengurangan tersebut, sehingga menyebabkan kurangnya transparansi
dalam lembaga tersebut.?

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan
yaitu terletak pada konsep yang digunakan berupa ijarah ‘ala al-‘amal,
sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mekanisme pemberian
upah terhadap karyawan pada lembaga bantuan hukum dalam pembagiannya
yang tidak sesuai dengan pekerjaan karyawan. Sedangkan penelitian penulis
lebih membahas perlindungan hukum terhadap karyawan dengan kebijakan
perusahaan yang mengistirahatkan karyawan akibat pemboikotan produk Aqua.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Agung Prayoga pada Tahun
2020, Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dalam skripsinya yang
berjudul “Analisis Yuridis Furlough/Karyawan yang Dirumahkan Pada Masa
Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Figh Siyasah (Studi di Pabrik Speaker PT Bigband) .
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tercantum dalam Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan
bukan ke arah pemutusan hubungan kerja yaitu gaji karyawan yang dirumahkan
tetap dibayar penuh berdasarkan surat dengan ketentuan tetap membayar
upahnya. Mengenai besaran upahnya, hal itu didasarkan pada kesepakatan dua
pihak. Dalam hal pemutusan hubungan kerja dengan alasan rasionalisasi atau
kesalahan ringan pekerja/buruh dalam UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 151
Ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat

buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan

M. Ulul Azmi, “Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda
Aceh di tinjau Menurut Konsep [jarah ‘ala al-‘amal”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2018).
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sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja karena seharusnya kalimat
furlough condong mendekati dengan aktivitas pemutusan hubungan kerja.?

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian
penulis. Persamaannya terletak pada subjek penelitiannya, yaitu sama-sama
membahas terkait karyawan yang dirumahkan. Sedangkan perbedaannya adalah
penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap karyawan yang
dirumahkan berdasarkan undang-undang dan figh siyasah dan pada penelitian
penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap karyawan yang di furlough
menurut ijarah ‘ala al- ‘amal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurul Ulfa pada Tahun 2023,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsinya yang berjudul
“Analisis Perlindungan Terhadap Pegawai Kontrak Pada Dinas Perhubungan
Kota Sabang Dalam Perspektif Akad Iljarah ‘Ala Al-‘Amal”. Temuan penelitian
ini mengungkapkan bahwa sistem kontrak kerja di Dinas Perhubungan Kota
Sabang perlu memastikan akses fasilitas yang terjamin dan mencantumkan
sanksi yang berlaku untuk mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak.
Upaya pemeritah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai
kontrak di Dinas Perhubungan Kota Sabang diwujudkan melalui penerbitan
regulasi kebijakan yang tegas terkait hak dan kewajiban pegawai kontrak .*’

Perbedaan antara riset ini dengan riset penulis ialah pada objek
penelitiannya. Penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum
terhadap pegawai kontrak pada Dinas Perhubungan Kota Sabang sedangkan
penelitian penulis fokus perlindungan hukum terhadap karyawan yang di

furlough pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh.

**Dimas Agung Prayoga, “Analisis Yuridis Furlough/ Karyawan yang Dirumahkan
Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dan Figh Siyasah (Studi Di Pabrik Speaker PT Bigband) ".,Skripsi, (Medan: Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

*’Putri Nurul Ulfa, “Analisis Perlindungan Terhadap Pegawai Kontrak Pada Dinas
Perhubungan Kota Sabang Dalam Perspektif Akad [jarah ‘Ala Al-‘Amal.”, Skripsi, (Banda
Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Ar-Raniry, 2023).
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lanov pada Tahun 2020,
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dalam skripsinya yang
berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan dan
Di PHK Akibat Dampak Covid-79”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengusaha tetap wajib membayar penuh, termasuk upah pokok dan tunjangan
tetap, kepada tenaga kerja yang dirumahkan selama masa pandemi Covid-19.
Selain itu, pengusaha juga wajib memberikan uang pesangon kepada tenaga
kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat
dirumahkan atau di PHK dapat menempuh upaya hukum, baik litigasi maupun
non-litigasi.?®

Perbedaan antara penelitian ini dengan riset penulis terletak pada akibat
objek penelitiannya, penelitian sebelumnya fokus terhadap karyawan yang
dirumahkan dan di PHK akibat pandemi Covid-19. Sedangan penelitian penulis
fokus terhadap karyawan yang dirumahkan akibat pemboikotan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muksal Baihaqi pada Tahun 2021,
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam skripsnya yang berjudul
“Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam
Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pekerjaan penyapu jalan di Kota Banda Aceh memiliki risiko tinggi, terutama di
ruas jalan protokol. DLHK3 Kota Banda Aceh telah mendaftarkan pekerja
penyapu jalan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan dan
melindungi pekerja, namun pihak DLHK3 belum menyediakan asuransi khusus

untuk kecelakaan di tempat kerja. Oleh karena itu, pekerja harus selalu waspada

*®Lanov, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan dan Di PHK
Akibat Dampak Covid-19”, Skripsi, (Mataram: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Mataram, 2020).
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dan mematuhi regulasi serta SOP yang diberikan DLHK3 Kota Banda Aceh
demi keselamatan mereka saat bekerja. 29

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian
penulis. Persamaanya adalah membahas mengenai perlindungan hukum
terhadap karyawan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada hak-hak
karyawan yang dilindungi, bahwa pada penelitian sebelumnya, perlindungan
pekerja penyapu jalan tetap diberikan jaminan kesehatan berupa BPJS. Namun,
mereka tidak mendapatkan asuransi khusus apabila terjadi kecelakaan di lokasi
kerja. Sedangkan penelitian penulis, lebih berfokus kepada perlindungan hukum
yang diberikan perusahaan terkait hak-hak karyawan selama diistirahatkan

sementara waktu.

F. Metode Penelitian
Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode penelitian
dengan tujuan agar inti atau pokok objek penelitian tidak menyimpang, serta
prosedur penelitian  sistematis dengan tujuan untuk validitas data yang
diperoleh. Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam
metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini
sebagai berikut:
1. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris
untuk mengkaji aspek ketentuan hukum pada perlindungan terhadap
karyawan akibat furlough menurut ijarah ‘ala al- ‘amal dan Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aspek empiris pada realisasi
hak-hak karyawan yang di furlough pada PT Usaha Sepakat Maju Banda
Aceh. Penulis akan menjelaskan perlindungan hukum yang diperoleh setiap

karyawan akibat furlough agar memperoleh hak-haknya dari PT Sepakat

*Muksal Baihaqi, “Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh
Dalam Perspektif Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).
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Maju Banda Aceh, karyawan tidak mendapatkan hak sepenuhnya
dikarenakan pemboikotan terhadap perusahaan yang menyebabkan
perusahaaan memberlakukan kebijakan furlough terhadap karyawan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif
(qualitatif research) yang merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada
suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan teknik analisis
pemahaman secara mendalam dan mengkaji masalah secara khusus, sehingga
menghasilkan data yang lebih detail dan komprehensif.

Secara spesifik penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni
penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang
atau pihak yang dapat diamati.*® Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan
dengan menjelaskan ketentuan hukum terhadap pemenuhan hak yang
seharusnya diberikan berdasarkan ketentuan hukum terhadap perlindungan
hak-hak karyawan dengan mendapatkan upah, tunjangan kesehatan berupa
BPJS dan ketenagakerjaan sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan dan
karyawan yang di furlough.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh
penulis untuk mendapatkan data yang diperlakukan dan mempermudah
dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi
penelitian di PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh yang beralamat di jalan
Teuku Imum Lueng Bata, No. 51, Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek

darimana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam

penelitian ini dikelompokkan menjadi:

**Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,
(Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 38.
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a. Data Primer
Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan
(field research), dengan data yang bersumber langsung dari responden
melalui hasil wawancara atau berupa data dokumentasi yang diperoleh
langsung dari lokasi penelitian. Data primer pada riset ini, diperoleh
melalui teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai responden
untuk mendapatkan data yang akurasi terhadap penelitian ini. Peneliti
memperoleh data primer langsung dari respon karyawan yang di furlough
dan informannya yaitu pihak perusahaan PT Usaha Sepakat Maju Banda
Aceh (HRD).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan
data kepada pengumpul data. Data sekunder penelitian ini akan penulis
peroleh dari peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kedudukan
hierarki perundang-undangan terkait undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.31 Selanjutnya, didukung dengan sumber-sumber
dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, maupun situs internet lainnya yang
berhubungan deng an riset yang akan diteliti, yaitu perlindungan hukum
terhadap karyawan akibat furlough pada PT Sepakat Maju Banda Aceh
menurut ijarah ‘ala al-‘amal.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Interview/Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses
tanya jawab lisan yang berlangsung yang satu arah, artinya pernyataan

datang dari pihak interview dan jawaban akan diberikan oleh pihak

*'Zuchri Abdussamad, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV Syakir Media
Press, 2021), hlm. 142
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responden.32 Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara
terstruktur dengan menggunakan wawancara berupa pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan bersadarkan kebutuhan, untuk menjawab
permasalahan penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap
karyawan akibat furlough pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh.

Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan
purposive sampling, yakni penentuan sample berdasarkan kriteria dan
tujuan tertentu yang selaras dengan topik penelitian. Adapun responden
dalam riset ini yaitu 3 orang karyawan yang terdampak furlough,
responden dipilih karena mereka terdampak langsung pada kebijakan
furlough sehingga dapat memberikan informasi berdasarkan pengalaman
pribadi Sedangkan informannya adalah salah satu HRD (human resource
development) pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, informan
tersebut dipilih karena memiliki kewenangan, pengetahuan serta
keterlibatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini,
data-data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian ini
secara mendalam dan konseptual.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah  teknik Dokumentasi adalah  teknik
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk benda-
benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan perundang-
undangan, dan sebagainya.33 Data dokumentasi merupakan data
pendukung berupa informasi melalui dokumen-dokumen yang tidak
dipublikasikan secara resmi yang berhubungan dengan pembahasan
permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, data dokumentasi

yang diperlukan yaitu data karyawan yang di furlough dan data dari salah

> Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.
*Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 48.
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satu HRD pada PT Sepakat Maju Banda Aceh. Peneliti akan meninjau dan
menganalisis data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar,
audio recorder dan catatan.

6. Instrumen Penelitian

Penulis akan mengumpulkan pulpen, kertas, dan alat perekam (audio
recorder) untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Alat
perekam ini digunakan untuk merekam poin-poin penting terkait penelitian
dan merekam penjelasan dari informan yaitu pihak PT Sepakat Maju Banda
Aceh mengenai perlindungan hukum terkait hak-hak karyawan yang di
Sfurlough

Adapun teknik observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan
pulpen, kertas, dan kamera handphone. Kamera handphone digunakan
sebagai pelengkap untuk mencatat dan mengambil gambar data dokumen
yang mendukung penelitian ini dari objek penelitian yang dikaji.

7. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji data setelah tahapan
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi mengenai
perlindungan hukum terhadap karyawan akibat furlough di PT Sepakat Maju
Banda Aceh.

Data yang akan dikaji selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan
rumusan masalah pada riset ini, guna memperoleh jawaban permasalahan
yang tepat dan detail sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan sebagai
bentuk hasil temuan dari penelitian penulis. Setelah diklasifikasikan, data
akan dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk membuatnya mudah
dipahami dan mendapatkan validitas data yang objektif dari penelitian. Tahap
akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.

8. Pedoman Penulisan
Teknik penulisan pada skripsi ini berpedoman pada buku pedoman

karya tulis ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan
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Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta penulis
cantumkan beberapa referensi lain sebagai pedoman penulisan yang relevan
dengan penelitian ini, diantaranya peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku tentang
perlindungan hukum, ketenagakerjaan, serta Figh Mua’malah dan skripsi
penelitian terdahulu. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan, peneliti
menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pemahaman

pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh
dalam riset ini adalah dengan pembahasan yang disusun secara sistematis.
Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan setiap bab memiliki
sub-sub bab yang tersusun secara sistematis. Uraian sub-sub bab pada setiap bab
disesuaikan dengan topik pembahasan pada bab tersebut. Adapun sistematika
pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang
masalah, rumusan masaah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep
furlough yang meliputi pengertian furlough, kebijakan furlough dalam hukum
ketenagakerjaan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap karyawan furlough
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dan membahas mengenai konsep ijarah ‘ala al-‘amal yang meliputi pengertian
dan dasar hukum jjarah ‘ala al-‘amal, rukun dan syarat ijarah ‘ala al- ‘amal dan
pendapat ulama tentang akad ijarah ‘ala al-‘amal.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai gambaran umum
pada PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh, kebijakan dan eksistensi yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang di furlough akibat
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pemboikotan produk aqua yang bersifat sementara, evaluasi terhadap
perlindungan dan kesejahteraan karyawan selama masa furlough dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta tinjauan ijarah ‘ala al-‘amal
terhadap kebijakan yang dilakukan PT Usaha Sepakat Maju Banda Aceh
terhadap karyawan yang di furlough.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang dikaji
oleh penulis. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan
sebelumnya dan berkaitan dengan rumusan penelitian yang telah diuraikan di

atas.



